BAB III
PENUTUP

Kesimpulan

PP No.29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana
Kekerasan Seksual secara normatif merepresentasikan komitmen negara
dalam memenuhi tanggung jawab konstitusional terhadap pemulihan korban
kekerasan seksual melalui mekanisme dana bantuan. Regulasi ini
menegaskan peran negara sebagai penjamin perlindungan ketika pelaku
tidak mampu memenuhi kewajiban restitusi, mencakup aspek medis,
psikososial, dan ekonomi. Pengaturannya masih menghadapi tantangan
struktural dan prosedural, termasuk keterbatasan akses, kompleksitas
birokrasi, serta ketergantungan pada sistem peradilan yang memakan waktu.
Penguatan kelembagaan, penyederhanaan prosedur, dan pembentukan
skema pendanaan yang otonom dan inklusif menjadi syarat mendasar dalam
mewujudkan keadilan substantif.

Pembelajaran dari praktik internasional di Belanda dan Amerika
menunjukkan pentingnya sistem pemulihan yang cepat tanggap dan bebas
hambatan administratif, tanpa ketergantungan mutlak pada proses peradilan
formal. Adopsi pendekatan Victim Trust Fund secara adaptif relevan
diterapkan dalam konteks Indonesia sebagai bagian dari reformasi hukum
yang berorientasi pada korban. Desain kelembagaan dan pendanaan yang
terstruktur secara mandiri memungkinkan pemulihan korban berlangsung

lebih responsif dan berkelanjutan.

Saran

Untuk memperkuat efektivitas implementasi PP No. 29 Tahun 2025
tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, diperlukan
sejumlah langkah strategis yang bersifat struktural, prosedural, dan fiskal.
Penyusunan regulasi teknis menjadi penguatan terhadap regulasi yang sudah

ada, dengan ketentuan yang memuat prosedur pengajuan, mekanisme
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verifikasi, klasifikasi bantuan, serta tenggat waktu penyaluran yang terukur.
Peraturan ini harus mencerminkan prinsip pemulihan dan tidak terbatas pada
pendekatan hukum pidana semata.

Keberlanjutan pendanaan dapat dijamin melalui pengembangan
skema dana abadi yang bersumber dari kontribusi filantropi, tanggung jawab
sosial perusahaan, hasil denda pidana, serta hibah lembaga donor
internasional. Model ini memungkinkan pemulihan korban dilakukan secara
jangka panjang tanpa bergantung sepenuhnya pada anggaran tahunan.
Peningkatan akses bagi korban di wilayah terpencil dan kelompok rentan
juga menjadi prioritas, antara lain melalui sistem pengajuan daring yang
ramah pengguna, kemitraan dengan layanan dasar, serta penguatan kapasitas
aparatur lokal. Mekanisme pemantauan dan evaluasi berbasis partisipasi
publik harus dibangun untuk menjamin transparansi, memperkuat legitimasi
kebijakan, serta memastikan keterlibatan aktif penyintas dalam proses

reformasi sistem keadilan yang lebih inklusif dan responsif.
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